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PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
; JU Jend, Sudirman, Em 3 Pinang Telp./Fox (0420] 21075

ENREKANG

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 51 /DPMPTSP /IPLP /3 /209

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK IT AS-SUNNAH YAYASAN DAARUS

Menimbang

Mengingat

SUNNATIL MU'MININ RANDANGAN

BUFATI ENREKANG,

bahwa berdasarkan surdt permohonan lzin Operasional
dari Kepala TAMAN KANAK-KANAK 1T AS-SUNNAH
YAYASAN DAARUS SUNNATIE MUMININ RANDANGAN
Nomor @ 012/TK-IT/ASR/X /2019, tanggal 28 Okrober
2019, setelah diteliti oleh Tim Teknis telah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;

bahwa Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a,
telah menyelenggarakan Program Kegiaian sehingga
periu diberikan izin operasional; '

hahwa  berdasarkan  pertimbangan  Sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Enrekang.

Undang-Undang Nemor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Rf:pub}ik Indonesia Tabun 1959 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran [Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109  Tambahan
Lembaran Negara Republik !ndonesia Nomor 4233),
secbagaimana telah diubabh dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Uindang.
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perhindungan
Anak (Lembaran Ncgara Republik [ndonesia Tahun
2014 Nomor 297, Tamnbahan Lembaran Negara Kepublik
Indonesiz Nomor 297); :
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Fendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301};
Undang-Undang Nomor 12 Tehun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
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Menimbang T

Mengingat

SUNNATIL MU'MININ RANDANGAN

BUPATI ENREKANG,

bahwa berdasarkan surat permahonan lzin Operasional
dari Kepala TAMAN KANAK-KANAK [T AS-SUNNAH
YAYASAN DAARUS SUNNATIL MU'MININ RANDANGAN
Notnor : 012/TK-IT/ASR/X/2019, tanggal 28 Oktober
2019, seielah diteliti oleh Tim Teknis telah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;

bahwa Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a,
telah menyelenggarakan Program Kegiatan sehingga
perlu diberikan izin operasional;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  Sebagatmana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Enrekang.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat TF di Sulawesi {Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1959 Nomor 854,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 HNomor 109, Tambahan
Lembarsn MNegara Republik Indonesia Nomor 42335).
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 297},

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 5234);

LUndang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara FRepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagmimana telah diubah beberapa kah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
267I);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasiopal Pendidikan ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Republk Indonesia Nomor 4456);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenguaraan Pendidikan
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105}, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomer 112, Tambahan Lembaran Negara KRepublik
Indonesia Nomor 5157;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasigonal Nomor 137
Tahun 20614 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
[iini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavazan
Kepublik Indonesia Nomor 25 Tzhun 2018 tentang
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pendidikan dan Kebudavaan ({(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896, .
Peratuaran Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2018
tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan
dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Enrelkang.

Rekomendasi Kepala [Dnas Pendidikan dan
kebudayaan Kabupatern Enrekang Nomer
3017576 /DISDIKBUD/1I[/2019, tanggal 20 Maret 2019
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pernantanan Lingkungan Hidup Nomor 534 /SPPL/TL-
DLH/V1/2019, tanggal 25 Juni 2019, ‘



Menetﬁpkan
KESATU

KEDUA”

KETIGA

MEMUTUSEAN :

Memberikan lzin Operasional Penyelenggaraan Program
Pendidikan Anak Usia Dini kepada Sekolah Taman Kanak-
Kanak IT AS-Sunnah Yayasan Daarus Sunnatil Mu’minin
Randangan Kecamatan Enrekang Kabupaien Enrekang.

Masa berlakunya lzin Operasional sebagaimana dimaksud
diktum KESATU adalah selama Program Pendidikan Analc
Usia Dini Sekolah Menengah Pertama Hagqul Yagin
Yayasan JamTyyatul Qurra Wal Huffadz melaksanakan
kegiatan operasional pendidikan.

Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal! ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian har ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan mi akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada langgal 22 cFRRER. 2017
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